
 
 

 

 

 

WALIKOTA PASURUAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 

 
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN 

NOMOR 38 TAHUN 2017 
 

TENTANG 
 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2016 
 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PASURUAN, 
 

Menimbang  :  bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 11 
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 
2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Walikota 
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2016; 

 

Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah 
dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 
dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) 
tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-
kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

 

 

 

 

2.  Undang-Undang … 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

 

 

 

 

10.  Undang-Undang … 
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10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3241); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4574); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung-
jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5351); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5165); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5272); 

 

 

 

24.  Peraturan … 
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5533); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana beberapa kali diubah       
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan     
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik        
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 1425); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 2036); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 
2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang 
Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 547); 

31. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Investasi Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006 
Nomor 03 Seri E); 
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32. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 
Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada 
Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Pasuruan 
Tahun 2010 Nomor 06) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 
07 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2010 
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 
(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 
Nomor 11); 

33. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 
Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08 Seri 
E); 

34. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Kota Pasuruan Tahun 2010-
2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 
2011 Nomor 08); 

35. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 17 
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran 
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 17); 

36. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 
(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 
Nomor 14); 

37. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 71 Tahun 
2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita 
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 71); 

38. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota 
Pasuruan Nomor 71 Tahun 2015 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota 
Pasuruan Tahun 2016 Nomor 7); 

 

 

 

39.  Peraturan … 
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39. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 41 Tahun 
2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2016 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 
Nomor 41);  

40. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 
2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan 
Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah 
Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65); 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2016. 

 
 
 

Pasal 1 
 

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri: 
 
a. pendapatan  

1. pendapatan asli 
daerah Rp 147.818.815.718,92 

2. dana perimbangan  Rp 575.800.437.680,00 

3. lain-lain pendapatan 
yang sah Rp   65.641.771.756,00 

jumlah pendapatan Rp 789.261.025.154,92 
 

b. belanja  

1. belanja tidak langsung 

a) belanja pegawai  Rp 329.714.464.579,00 

b) belanja bunga  Rp                          0,00 

c) belanja subsidi  Rp                          0,00 

d) belanja hibah  Rp   28.922.002.800,00 

e) belanja bantuan 
sosial Rp   11.948.446.950,00 

f) belanja bagi hasil Rp                         0,00 

 

 

 

 

g)  belanja … 
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g) belanja bantuan 
keuangan Rp        472.620.420,00 

h) belanja tidak 
terduga  Rp          80.402.000,00 

  Rp 371.137.936.749,00 

2. belanja langsung 

a) belanja pegawai  Rp   59.729.645.769,00 

b) belanja barang 
dan jasa  Rp 182.031.773.757,00 

c) belanja modal Rp 172.508.745.499,90 

  Rp 414.270.165.025,90 

jumlah belanja Rp 785.408.101.774,90 

surplus/(defisit) Rp     3.852.923.380,02 
 

c. pembiayaan  

1. penerimaan Rp 103.049.411.975,78 

2. pengeluaran Rp        229.861.240,00 

jumlah pembiayaan 
netto Rp 102.819.550.735,78 

sisa lebih pembiayaan 
anggaran tahun 
berkenaan Rp 106.672.474.115,80 

 
 

Pasal 2 
 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota ini. 

 
 

Pasal 3 
 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam 
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 

 
 

Pasal 4 
 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota ini. 

 
 

Pasal 5 ... 
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Pasal 5 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan. 
 
 
 

Ditetapkan di Pasuruan 
pada tanggal 19 Oktober 2017 

 
WALIKOTA PASURUAN, 

 
 

Ttd, 
 

SETIYONO 
 
Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 19 Oktober 2017 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, 

 
 

Ttd,  
 

BAHRUL ULUM 
 
 
 
BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 38 


